
 

 

 
 

 

 

 
BUPATI PUNCAK 

PROVINSI PAPUA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI 
NOMOR   16.B   TAHUN 2025 

 

 
TENTANG 

 

PENETAPAN ANALISA STANDAR BIAYA  (NON FISIK) 
 PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK 

TAHUN ANGGARAN 2026  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI PUNCAK, 

 
 

Menimbang    :  a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi 
Perangkat Daerah dengan menggunakan pendekatan 
penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada 
tolak ukur dan Sasaran Kinerja sesuai Analisa 
Standar Biaya; 

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Biaya Non 
Fisik Pemerintah Kabupaten Puncak Tahun 2026; 

 

   

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

   2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6697); 
 

   3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

 

SALINAN 



   

 

 

   4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

   5. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggunjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
 

   6. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
 

   7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),  
 

   8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4806);Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 
 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang - 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – 

Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran  

 



   

 

 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

                  11..Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan Lembaran Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6804); 
 

13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6804); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4663); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

tahapan Tata Cara Penyusun, Pengendalian 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4817); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6042); 
 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5103); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5941); 
 

  19. Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 
 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Singkronisasi Proses Perencanaan dan  



   

 

 

 

                           Penganggaran Pembangunan Nasional  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6056 ); 
 

                      21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 
 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 
 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6323); 
   

  24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 
 

 

  25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan 

Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi 

Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 60); 
 

  26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 
 

 

  27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tetang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

 
 

       28.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  

  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara  



   

 

 

 

                           Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321); 
 

  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 459); 
 

  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 
 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor); 

 
 

  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Daerah  (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 144); 

 

                      35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Keuangan Daerah; 

 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Puncak; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Nomor 9 

Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 
 

              MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 

ANALISA STANDAR BIAYA (NON.FISIK) 
PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 

ANGGARAN 2026. 
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak.  



   

 

 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Puncak.  

3. Bupati adalah Bupati Puncak.  

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

5. Unit Kerja adalah bagian perangkat Daerah yang 

melaksanakan satu atau beberapa program.   

6. Analisa Standar Biaya selanjutnya disingkat ASB adalah 

standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban 

kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk satu Tahun 

Anggaran.  

7. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan 

berdasarkan aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian 

Komponen, Volume dan Unit kegiatan Masing – masing 

Perangkat Daerah .   

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

satu atau lebih Unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai 

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program 

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

dayabaik yang berupa personal (sumber daya manusia), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya 

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.  

9. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang 

akan atau telah dicapai dengan penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur.   

 

10. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk 

upaya yang berisi satu lebih kegiatan dengan menggunakan 

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang 

terukur sesuai dengan misi OPD.   

11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 

program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

12. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.  

13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan –kegiatan dalam satu 

program. 

14. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan 

batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat 

Daerah untuk setiap Program.  

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen  



   

 
 

perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan 

kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan 

untuk melaksanakannya .   

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

 Analisa Standar Biaya dimaksudkan untuk : 

1) Digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan 

biaya yang digunakan dalam melaksanakan program / 

kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan 

2) Penyetaran perhitungan anggaran program / kegiatan yang 

sejenis / serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat 

Daerah: 

Pasal 3 
 

 Penetapan Analisa Perangkat Daerah bertujuan : 

1) Menentukan Standar dalam Penilaian kewajaran belanja 

atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam 

melaksanakan sebuah kegiatan. 

2) Memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan . 

3) Meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan 

kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran. 

 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Puncak.  

 

    

        Ditetapkan     : di Ilaga 

        pada tanggal  : 2 Juni 2025 

 

             BUPATI PUNCAK, 

CAP/TTD 

              ELVIS TABUNI 

  

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK, 

 
 

 
 
 



   

 
 
 

UDA19671005 199006 
    Untuk Salinan Yang Sah  

Sesuai dengan aslinya 
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUNCAK 

  Plt. Kepala Bagian Hukum 
 
 
 
 

 
   MOSES WAKERKWA, S.Sos 
                 PEMBINA 
    NIP 198009272006051001 

 

 

 

 

MARTHMMEN SALLAO,  

PEMBINA Tk. I 

NIP. 

              Diundangkan  : di Ilaga 

              pada tanggal   : 3 Juni 2025  

               Plt. SEKRETARIS DAERAH 

                       KABUPATEN PUNCAK, 

                                CAP/TTD 

                             NENU TABUNI  

BERITA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2025 NOMOR 16.B 


